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 Skripsi ini berjudul “ Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Kue di UMKM Desa Kalitengah 
Kecamatan  Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”. Adapun penelitian ini ditujukan 
untuk menjawab rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Pertama, bagaimana 
praktik jual beli kue di UMKM desa Kalitengah ?, Kedua, bagaimana analisis 
hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen ? 
 Data yang dikumpulkan berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang 
bersumber dari hasil wawancara terhadap pelaku usaha dan kemudian di 
selaraskan dengan literasi yang diambil dari buku, jurnal, skripsi untuk memenuhi 
jawaban dalam rumusan masalah. Adapun metode analisis yang digunakan dalam 
menganilisis masalah diatas adalah deskriptif analitif dengan pola pikir induktif. 
Yakni menjelaskan mengenai praktik jualbeli kue di UMKM desa Kalitengah, 
kemudian disimpulkan berdasar analisis hukum Islam dan UU No.8 tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen. 
 Dari hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli kue 
yang dilakukan di UMKM desa Kalitengah telah sesuai dengan prinsip akad jual 
beli Istishna’ dengan sistem pesanan, Akad pesanan disini dilakukan dengan cara 
pembeli memesan langsung kepada penjual untuk dibuatkan barang yang 
diinginkan kemudian, penjual akan mengonfirmasi kesangguppannya atau tidak 
memenuhi barang tersebut. Setelah itu barulah barang yang dipesan akan 
dibuatkan dengan kriteria sebagaimana yang dipesan di awal, setelah barang jadi 
pembeli akan melunasi pembayaran terhadap barang pesanannya.  
 Namun sangat disayangkan terjadi ketidaksesuaian barang yang diterima 
dengan barang yang dipesan sehingga timbul masalah hukum baru yakni khiyar 
aib. Yaitu keadaan dimana pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang 
yang cacat atau ganti rugi dari pihak penjual. Sedangkan dalam UU perlindungan 
Konsumen penjual telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
pasal 16 yang berisi tentang larangan tidak menepati pesanan sesuai yang 
diperjanjikan, yang pada akhirnya akan timbul kewajiban pertanggungjawaban 
oleh pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian konsumen yang disebabkan 
olehnya seperti yang diatur kemudian di pasal 19 Undang-Undang perlindungan 
konsumen. 
 Melihat dari kesimpulan diatas penulis menyarankan kepada penjual untuk 
lebih berhati hati dan mempertimbangkan kemampuannya dalam memenuhi 
pesanan yang diminta konsumen. Sedangkan bagi pembeli, penulis menyaranlan 
agar konsumen lebih kritis dan berhati hati dalam memesan kue agar tidak terjadi 
kesalahan produksi yang dapat merugikan pembeli sebagai konsumen.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah Swt dengan 
memiliki akal yang sempurna sekaligus makhluk sosial yang 
membutuhkan makhluk lain untuk menunjang kehidupannya. Manusia 
dituntut untuk berpikir dan berusaha memecahkan setiap persoalan dalam 
kehidupannya. Hal ini yang kemudian menuntun manusia untuk mencari 
Tuhan sebagai hal lain yang lebih besar dan lebih kuat dari dirinya sebagai 
bentuk penghambaan dan tempat pengharapan dari segala bentuk 
kekacauan yang dialaminya. Islam merupakan Agama yang sempurna 
yang tidak hanya berdasarkan ibadah ritual semata tapi juga memiliki 
system yag komprehensif yang mampu mencakup seluruh aspek 
kehidupan, seperti pembangunan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.1 Yang 
tidak lain semuanya bertujuan memelihara hubungan antar makhluk 
sebagai individu sosial.  
Islam hadir sebagai The way of life yang berarti jalan kehidupan. 
Bumi dan seluruh isinya ini merupakan amanah yang agung dari Allah 
SWT untuk dikelola bersama-sama dan dimanfaatkan yang sebesar 
besarnya untuk kemakmuran bersama. Untuk mencapai tujuan ini Allah 
mengirim utusan-utusanNya yakni paraNabi dan Rosul untuk 
 
1 Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 3. 
 

































membimbing manusia kepada jalan menuju kesejahteraan bersama. Allah 
juga menyertakan petunjuk bersama dengan utusannya yang 
berupaakidah,akhlak, dan syariah. Diantara petunjuk diatas akidah dan 
akhlak merupakan komponen yang baku dan tidak dapat berubah 
meskipun telah bergennti zaman. Sementara itu syariah akan terus 
berkembang dan berubah mengikuti zaman yang sedang berlangsung. 
Syariah islam yang dibawa oleh rosul terakhir Nabi Muhammad 
SAW memiliki karakteristik tersendiri. Tidak hanya mencakup ritual 
(ibadah) tapi juga muamalah (sosial). Disamping ibadah yang bersifat 
vertical ada juga yang bersifat horizontal yang biasa disebut dengan 
muamalah. Muamalahadalah seluruh aturan agama yang mencakup 
hubungan antar sesama manusia juga antara manusia dengan alam 
sekitarya, tanpa memandang segi-segi perbedaannya.2Muamalah 
mencakup seluruh tindakan atau perilaku manusia terhadap sesama 
manusia mulai dari pendidikan, sosial sampai urusan ekonomi dan bisnis. 
Dalam Ekonomi dan bisnis transaksi yang kerap dilakukan adalah jual 
beli. Didalam jual beli terdapat penjual, pembeli, barang yang diperjual 
belikan, dan sighat atau ikrar jual beli antara kedua belah pihak. Transaksi 
jual beli sendiri telah disampaikan di dalam Al-Quran di dalam surat Al 
Baqarah ayat 275 : 
ِمَن  ُن  ٱلشَّۡيَطٰ َيتََخبَُّطهُ  ٱلَِّذي  َيقُوُم  َكَما  إاِلَّ  َيقُوُموَن  اَل  َبٰوا   ٱلر ِ َيۡأُكلُوَن  ٱلَِّذيَن 
ٱۡلَب  إِنََّما  قَالُٓوا   ِبأَنَُّهۡم  ِلَك 
ذَٰ  ِّۚ  ٱۡلَمس ِ
َبٰوا ِّۚ ٱلر ِ َم  َوَحرَّ ٱۡلَبۡيَع   ُ َوأََحلَّ ٱَّللَّ  
َبٰوا ْۗ ٱلر ِ ِمۡثُل  ۡيُع 
 
2 Muhammad Yazid, Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 2. 
 

































ِِۖ َوَمۡن َعاَد  ب ِِهۦ فَٱنتََهٰى فَلَهُۥ َما َسلََف َوأَۡمُرهُۥٓ إِلَى ٱَّللَّ ن رَّ فََمن َجآَءهُۥ َمۡوِعَظٞة م ِ
ِلُدوَن   ُب ٱلنَّاِرِۖ ُهۡم فِيَها َخٰ ِئَك أَۡصَحٰ
ٓ لَٰ  فَأُو 
Yang Artinya :Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli 
itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya.3 
 Ayat ini berisi tentang kebolehan jual beli dan larangan perbuatan 
riba. Jual beli atau perdagangan merupakan profesi yang juga dilakukan 
oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam jual beli ada hal hal yang boleh 
dilakukan dan ada juga yang haram dilakukan, yang haram dilakukan 
diantaranya adalah berbohong, menipu, mengurangi takaran dan 
sebagainya. Transaksi jual beli juga memiliki beberapa bentuk, 
diantaranya adalah jual beli dengan sistem pesanan atau akad Istishna.  
Istishna merupakan akad yang terjadi antara pemesan sebagai 
pihak pertama dan penjual atau sebagai pihak kedua dengan cara meminta 
 
3 Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemah (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011). 
 

































pihak kedua membuatkan barang seperti yang diminta pihak pertama 
dengan harga yang disepakati bersama.  Sama  halnya dengan salam juga 
merupakan akad yang didaahului dengan pesanan, perbedaanya terletak 
pada barangnya daan pembayarannya, salam barang yang akan dipesan 
sudah ada dan pembayaran di muka, kalau istishna pembayaran bisa di 
akhir dan barangnya belum ada.4 
Adapun rukun dan syarat akadIstishna meliputi : 
1. Dua belah pihak yang berakad. 
2. Barang yang diakadkan. 
3. Shighat(Ijab Qabul). 
Akad Istishna sendiri merupakan akad yang dilakukan oleh penjual 
dan pembeli dengan cara pembeli memesan suatu barang atau objek jual 
beli kepada penjual dengan spesifikasi bentuk,warna, rasa, dan waktu 
pengambilan sesuai yang di sepakati kedua belah pihak diawal transaksi. 
Kemudian penjual mengerjakan pesanan pembeli dengan spesifikasi dan 
bentuk yang dinginkan pembeli. Kemudian ketika barang selesai dibuat 
pembeli membayar uang sesuai harga barang yang telah disepakati diawal. 
Akad Istishna jugamerupakan akad yang lazim digunakan masyarakat 
Indonesia dihampir disetiap transaksi jual beli. Dengan seperti itu maka 
banyak juga timbul masalah dalam penerapan akad ini yang pada akhirnya 
dapat merugikan pihak penjual ataupun pembeli. 
 
4Yazid Muhammad, Ekonomi Islam…, 59. 
 

































Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia sejak 20 April  
1999 menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen (UUPK) dalam rangka untuk memastikan hak dan 
kewajiban bagi konsumen ataupun produsen itu sendiri. UU ini setidaknya 
membahas mengenai definisi perlindungan, konsumen hak dan kewajiban 
konsumen dan pelaku usaha,pembuatan perjanjian atau kontrak penjualan, 
serta ancaman hukum bagi para pihak yang melanggar aturan yang telah 
dibuat ini. 
Jual Beli akad pesanan (Istishna’) memang sejatinya dilandasi atas 
rasa saling percaya dalam menjaga amanah baik dari konsumen atau 
produsen itu sendiri. Tidak dipungkiri juga sering terjadi kelalaian baik itu 
sengaja ataupun tidak sengaja mengenai hasil barang yang telah dibuat 
oleh penjual tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan diawal. Seperti 
yang terjadi di UMKM di desa Kalitengah terdapat rumah-rumah pelaku 
usaha UMKM yang memproduksi kue untuk acara hajatan. Sistemnya 
adalah dengan datang langsung ke tempat produksi kuenya kemudian 
memesan pada penjual dengan spesifikasi yang kita inginkan, sebagian 
penjual menginkan dp atau uang muka sebagian yang lain tidak, dan 
kemudian menentukan tanggal pengambilan kue atau pengantaran kue 
yang selesai di produksi.5 
Karena minimnya informasi ataupun memang sudah dilandasi rasa 
saling percaya. Terkadang penjual kue lalai dalam produksi kue sehingga 
 
5 Ibu Nuri, Wawancara, Sidoarjo, 15 Oktober 2020. 
 

































terjadi ketidaksesuaian baik itu dari segi rasa bentuk ataupun ukuran nya 
atau mungkin tanggal pengambilan kue yang mundur sehingga tidak 
sesuai dengan yang disepakati diawal. 
Sudah semestinya bagi para pelaku usaha untuk dapat menjamin 
kualitas produk produk yang dihasilkan agar konsumen tidak merasa 
dirugikan atas kelalaian yang mungkin diperbuat. Oleh karena itudengan 
diberlakukannya UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 
agar hak hak konsumen bisa lebih diperhatikan yang diantaranya adalah 
hak hak konsumen yang terdapat dalam Undang undang No. 8 Tahun 1999 
sebagai berikut:6 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;  
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan;  
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa;  
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan;  
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;  
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  
 
6Pasal  4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
 

































7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif;  
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Terdapat beberapa ayat dari pasal diaatas yang menyebut perihal 
tidak kesesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima, 
ini merupakan kerugian bagi pihak konsumen. Dan fakta menyebutkan 
bahwa di lapangan kerugian yang konsumen alami ada di bentuk kue yang 
tidak sama, rasa yang berbeda hingga telatnya waktu penyelesaian pesanan 
yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam 
wawancara kami dengan seorang pemesan roti di UMKM ini. Pemesan 
memesan kue dengan jumlah 150 biji dan mendapatkan bonus 3biji dari 
penjual. Kemudian setelah dilakukan packing terhadap kue di rumah 
konsumen terdapat beberapa kue yang rusak terutama kue yang berada di 
bagiann bawah kardus yang diberikan oleh penjual kue sehingga kue 
menjadi rusak sejumlah lima biji. Penjual terkesan mengesampingkan 
komplain yang diutarakan konsumen terhadap hasil produksi mereka, 
penjual beralasan bahwa kue yang dibuatnya sudah sesuai dengan harga 
yang diberikan yang terbilang murah sehingga jika terjadi  sedikit 
kesalahan penjual mengharap pembeli untuk memakluminya.  
 

































Di satu sisi konsumen memang tidak memahami jika ada Undang-
undang yang mengatur tindakan demikian di dalam Undang undang 
perlindungan konsumen sehingga masalah yang timbul terus terulang dan 
terus menimbulkan kerugian di pihak konsumen pemesan kue di UMKM 
desa Kalitengah ini. 
Berdasarkan masalah diatas penulis berkeinginan untuk membuat 
penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis 
Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Kue di 
UMKM Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo.” 
 
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
Dari permasalahan yang telah penulis tulis di latar belakang ada 
beberapa masalah yang dapat di identifikasi, sebagai berikut: 
1. Jual Beli sistem pesanan di  UMKM desa Kalitengah, Kecamatan 
Tanggulangin Sidoarjo yang mulai diminati. 
2. Ketidaksesuaian kue yang dipesan dengan kue yang telah dibuat. 
3. Tidak adanya standar baku pembuatan kue. 
4. Minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang Undang-Undang 
perlindungan konsumen. 
5. Penjual hanya meminta konsumen memaklumi hasil kue yang telah 
dibuat karena alas an harga yang murah. 
 

































6. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
tetang perlindungan konsumen terhadap jual beli pesanan kue di 
UMKM desa Kalitengah. 
Dari sekian banyak masalah yang teridentifikasi penulis karena 
keterbatasan kesempatan dan waktu membatasi masalah sebagai berikut: 
1. Praktik jual beli kue di UMKM desa Kalitengah kecamatan 
Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. 
2. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik jual beli kue di UMKM desa Kalitengah ? 
2. Bagaimana Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli kue di 
UMKM desa Kalitengah ? 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui praktik jual beli kue di UMKM desa 
Kalitengah. 
2. Untuk menganalisis hukum Islam  
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen dalam praktik jual beli di UMKM desa Kalitengah. 
E. Kegunaan Hasil Penelitian 
 

































Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pelaku usaha produksi kue 
ataupun bagi konsumen. Secara lebih rinci sebagai beriut: 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 
pemikiran dan mampu menjadi bagian dari pengembagan ilmu 
hukum terutama terhadap perlindungan konsumen.l 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi Pelaku Usaha pembuatan kue pesanan diharapkan 
dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan dalam 
memproduksi kue agar dapat memenuhi standart dan lebih 
sadar terhadap hak hak yang harus diberikan kepada 
konsumen sebagai kewajibannya. 
b. Bagi konsumen pembeli kue dengan sistem pesan di 
UMKM desa Kalitengah agar mampu bersikap lebih kritis 
dalam memperjuangkan hak haknya. Diharapkan juga 
konsumen mampu juga memberi pengertian kepada pelaku 
usaha mengenai aturan yang berlaku mengenai 
perlindungan konsumen. 
F. Kajian Pustaka 
 

































Kajian Pustaka merupakan serangkaian kajian atau tulisan serupa 
yang pernah dibuat sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau 
duplikasi dari kajian sebelumnya yang telah dibuat.7 
Sejauh ini dalam upaya penelusuran kajian atau tulisan yang serupa 
dengan tulisan yang akan penulis buat dengan judul “Analisis Hukum 
Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktek Jual Beli 
Kue di UMKM desa Kalitengah.” Belum penulis temukan. Namun jika 
ditilik dari konteks analisis hukum Islam (akad Istishna) ataupun juga 
perlindungan konsumen ada beberapa literature yang serupa, sebagai 
berikut: 
1. Skripsi berjudul “Perlindungan Konsumen Pada Akad Istishna’ 
dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Meubel 
Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten 
Tulungagung)” dengan penulis Melisa Fitriani. Penulis menulis 
karyanya dengan  metode induktif dan cara berpikir yang 
deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan 
narasumber pengusaha meubel. 
 Dalam skripsi ini dijelaskan Meubel permata wood 
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keraajinan kayu, 
kosumen lebih sering datang memesan produk yang diinginkan 
 
7Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (UIN Sunan 
Ampel Press), 2014), 8. 
 

































sesuai dengan ekspetasinya, namun hal lain terjadi ketika barang 
yang dipesan mengalami kecacatan.   
 Dalam penelitian melisa ini disimpulkan bahwa ada hak 
hak  konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha  dengan bentuk 
keterlambatan proses pengerjaan serta pemberian garansi yang 
masih asal asalan yang dimana dalam Undang-undang No.8 Tahun 
1999 pelaku usaha melanggar ketentuan dan bisa mendapat 
ancaman yang diatur dalam pasal 60  dan pasal 62 ayat 2 UUPK 
(mengenai sangsi pidana dan administrative bagi pelanggar). Serta 
pelanggaran dalam ketentuan akad Istishna’ di dalam KHES pasal 
106, pasal 108 (mengenai aturan pokok akad istishna’).8 
2. Skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang 
No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap 
Pertanggungjawaban Atas Kesalahan Produksi di Wira Konveksi 
Sidoarjo “. Yang ditulis oleh Indarsita Vanda 
 Dalam skripsi ini dijelaskan Bentuk pemberian ganti rugi 
yang diberikan wira konveksi Sidoarjo dengan memberikan 
kompensasi ganti rugi kepadaa konsumen yang dirugikan, 
merupakan bentuk itikad yang baik daari pelaku usaha. 
 Penulis menyatakan dalam akad salam dan Undang-
Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa 
 
8 Fitriani, Melisa, “Perlindungan Konsumen Pada Akad Istishna’ dalam Perspektif Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Meubel 
Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)” (Skripsi--IAIN 
Tulungagung, 2016). 
 

































kelalaian pada saat produksi merupakan tanggung jawab pelaku 
usaha sepenuhnya dalam hal ini Wira Konveksi. Sebagaimana 
aturan yang telah berlaku wira konveksi bersedia bertanggung 
jawab apabila terjadi kerusakan produk akibat kelalaian produksi di 
tempat usahanya. 
 Penulis juga menambahkan tanggung jawab atas kelalaian 
barang yang dibuat bukan hanya bentuk mengapresiasi keberadaan 
aturan hukum dari segi hukum islam ataupun hukum positif yang 
berlaku, melainkan juga bentuk untuk menjaga rasa saling percaya 
antara konsumen dan pelaku usaha yang kemudian dapat 
melahirkan perasaan saling ridha antara keduanya.9 
3. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam 
transaksi Jual-Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 
Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Ditulis oleh 
Siti Milatul Ainiyah. 
 Penelitian ini merupakan fenomena yang sering terjadi 
yaitu dalam jual beli online pengusaha yang memberikan informasi 
kurang jelas sehingga ketika pengiriman barang telah dilakukan 
seringkali barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang 
diterima oleh konsumen. 
 Penulis menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mampu 
 
9 Indarsita, Vanda “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen Terhadap Pertanggungjawaban Atas Kesalahan Produksi di Wira 
Konveksi Sidoarjo” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2017). 
 

































sepenuhnya untuk melindungi hak hak konsumen dalam transaksi 
jual beli online. 
 Serta dalam KHES konsumen memiliki hak berupa khiyar 
(Hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) dan apabila 
terjadi kecacatan pada barang yang dibeli konsumen dapat meminta 
ganti rugi sesuai pasal 38 KHES (mengenai pertanggung jawaban 
pelaku usaha). Namun penerapan hak khiyar pada konsumen sulit 
untuk dilakukan karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara 
langsung.10 
4. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar 
di BPOM”. Yang ditulis oleh Arti. 
 Dalam penelitian ini dijelaskan Maraknya kosmetik illegal 
yang beredaar dipasaran semakin hari banyak korban yang 
dirugikan daari kejadian ini pelaku usaha kosmetik sengaja tidak 
mendaftarkan produknya ke BPOM demi menghindari pengujian 
kandungan yang terdapat dalam kosmetiknya, akibatnya korban 
terus bertambah. 
 Penulis menyatakan dalam Tinjauan hukum Islam pelaku 
usaha harus memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami 
konsumen. Selain itu faktor-faktor tingginya peredaran kosmetik 
tanpa standarisasi BPOM adalah banyaknya permintaan terhadap 
 
10 Ainiyah, Siti Milatul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam transaksi Jual-Beli Online Dalam 
Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi—
IAIN Tulungagung, 2015). 
 

































kosmetik yang murah dan mudah di edarkan. Selain itu penulis 
juga menyarankan kepada pemerintah setempat untuk lebih teliti 
dalam mengawasi produk tidak layak jual tersebut.11 
5. Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian 
Ganti Rugi Studi Komparatif Hukum Islam dan UU. No.8 Tahun 
1999 pasal 19 ayat (1) dan (2)”. Ditulis oleh Yuni Aroyani 
Muslichah. 
 Dalam skripsi ini dijelaskan Kemudahan yang diberikan 
pelaku usaha dalam memasarkan barang dagangannya tentu sangat 
memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Seringkali 
konsumen terlena dan akhirnya dirugikan karenaa ada baranng 
yang cacat, konsumen baanyak yang tidak mengerti mengenai 
bagaimana pertanggungjawaban pengusaha daalam memberikan 
ganti rugi.  
 Penulis memberi kesimpulan bahwa proses berlangsungnya 
hak  dan kewajiban oleh penjual dan pembeli harus dilakukan 
dengan seimbang baik pembeli maupun penjual harus mendapatkan 
hak dan kewajibannya masing masing, berkenaan dengan 
hilangnya hak pembeli akibat kelalaian penjual sedikit banyak 
adalah pengaruh kurangnya pengetahuan pembeli dalam hak hak 
nya yang telah diatur dalam UUPK. Islam menawarkan solusi ganti 
rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban penjual kepada hak 
 
11 Arti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak 
Terdaftar di BPOM” (Skripsi—UIN Alauddin, 2018). 
 

































pembeli yang telah dihilangkan dalam transaksi agar tercipta sikap 
saling rela.12 
G. Definisi Operasional 
 Penelitian ini memiliki judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Kue di UMKM 
desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo”. Demi memperjelas 
judul yang menjadi penelitian ini, Penulis sampaikan beberapa penegertian 
terhadap istilah-istilah yang ada di dalam penelitian ini : 
1. Hukum Islam 
Semua aturan yang bersumber dari Al Quran dan Hadis Nabi yang 
mengatur segala aspek kehidupan terkhusus yang berkaitan dengan 
ekonomi dan jual beli akad Istishna.Akad Istishna merupakan akad 
yang terjadi antara pihak 1 sebagai pemesa dan pihak 2 sebagai 
penjual yang kemudian pihak 1 meminta pihak 2 untuk 
membuatkan barang dengan spesifikasi tertentu dengan harga yang 
disepakati.13 
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 (Tentang Perlindungan 
Konsumen). 
 
12 Yuni Aroyani, Muslichah, “Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Ganti Rugi Studi 
Komparatif Hukum Islam dan UU. No.8 Tahun 1999 pasal 19 ayat (1) dan (2)” (Skripsi—UIN 
Sunan Kalijaga, 2007) 
13 Muhammad Yazid, Ekonomi Islam…, 59. 
 

































Sekumpulan aturan-aturan yang dibuat pemerintah dan disepakati 
bersama untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha 
dalam suatu proses transaksi jual beli. 
3. UMKMSanggar Kartini Desa Kalitengah, Tanggulangin, 
Kabupaten Sidoarjo. 
Merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Umkm 
merupakan badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha 
ekonomi produktif dan memproduksi barang yang akan dijualnya 
secara mandiri dan kontinu dengan fasillitas dan skala yang kecil.14 
Proses jual beli kue di UMKM ini dilakukan secara pesan an 
dengan pemesan memberikan spesifikasi kue yang diinginkan dan 
kemudian dibuat oleh penjual atau pelaku UMKM. 
H. Metode Penelitian 
 Supaya penulisan skripsi yang penulis buat benar dan sesuai 
dengan sistematika, maka penulis perlu menggunakan penulisan sebagai 
berikut : 
1. Data yang diperoleh 
a. Tentang praktik jual beli kue di UMKM desa Kalitengah 
2. Sumber Data 
a. Sumber data primer adalah sumber data yang didapat secara 
langsung dari subjek penelitian dengan memakai alat 
 
14Tim Jurnal Entrepeneur, “Pengertian, jenis, dan perkembangan UMKM di Indonesia” 
https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-dan-perkembangan-umkm-di 
indonesia/#3_Menurunnya_Tarif_PPH_Final, diakses pada 03/12/2020, pkl 18.14. 
 

































pengambilan data secara langsung kepada subjek sebagai 
sumber informasi yang ingin diperoleh.15 
Dari penelitian yang penulis buat ada 6 orang yang datanya 
penulis kumpulkan, yakni : 
a) 3 orang produsen kue di UMKM desa Kalitengah. 
Yaitu ibu Misnah Kartini (pendiri UMKM), Ibu 
Teti, dan Ibu Yoyok ketiganya penulis pilih selain 
untuk mendapatkan data profil UMKM Ibu Yoyok 
dan Ibu Teti merupakan pengerajin kue yang paling 
ramai pesanan kuenya. 
b) 3 orang konsumen sebagai pembeli kue di UMKM 
desa Kalitengah. 
Yaitu Ibu Nuri, Ibu  Sari, dan Ibu Hamidah 
rumahnya tidak saling berdekatan memiliki 
pengalaman baik dan buruk terhadap pelayanan 
pembuatan kue di UMKM. 
b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang 
didapat peneliti dari pihak lain tidak langsung dari subjek 
yang sedang di teliti.16 
Sumber data ini meliputi : 
a) Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 
2001. 
 
15 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2003), 91. 
16 Ibid. 
 

































b) Andri Sumitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh 
Muamalah, 2019. 
c) Muhammad Yazid, Ekonomi Islam, 2017 
d) Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, 2012. 
e) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 2014. 
f) Azwar Saifuddin, Metode Penelitian, 2003 
g) Mamik, Metode Kualitatif, 2015 
h) Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemah, 
2011 
i) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. 
j) Dan berbagai buku-buku lainnya yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
 Pada penelitian ini untuk memberikan hasil yang baik 
terhadap apa yang akan dicapai penulis menggunakan teknik 
wawancara sebagai alat pengumpulan data yang daftar 
pertanyaannya sudah penulis lampirkan di daftar lampiran bagian 
halaman belakang skripsi. 
 Wawanacara adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua 
belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu pihak pewawancara dan 
yang diwawancarai.17 
 
17 Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 69. 
 

































 Proses wawancara dilakukan dengan cara berkomunikasi 
secara langsung dengan produsen kue yang berjumlah tiga orang 
dengan sebelumnya terlebih dahulu menyiapkan materi yang akan 
dipertanyakan kepada produsen atau penjualkue di desa 
Kalitengah. 
 Cara yang sama juga dilakukan dengan memberi 
pertanyaan kepada tiga orang konsumen atau pembeli untuk 
memperoleh data yang diinginkan. Penulis menggunakan jenis 
wawancara tidak terukur yaitu penulis telah membuat format dan 
rencana wawancara yang diinginkan tetapi tidak menggunakan 
format tersebut tersebut dengan urutan yang baku.18 Dengan arti 
pertanyaan yang akanالdiberikan kepada narasumber bersifat 
fleksibel dan kondisional tetapi dengan tidak menyimpang dari 
materi yang telah ditentukan. 
 Dipilihnya UMKM Sanggar Kartini sendiri tidak lain 
karena ada rasa penasaran yang cukup tinggi dalam diri penulis 
untuk menemukan solusi dari permasalahan pesanan kue yang 
tidak sesuai serta mengedukasi pelaku usaha dan konsumen 
mengenai pentingnya perlindungan konsumen dalam jual-beli. 
 Pengumpulan data juga menggunakan teknik dokumentasi 
dimana dokumentasi diperuntukkan untuk memberikan gambaran 
tentang proses wawancara dan kepentingan hukum lainnya di 
 
18 Yusuf Muri, Metode Penelitian, Kulitatif & Gabungan (Jakarta: Kencana, 2014),  372. 
 

































dalam  transaksi. Teknik dokumentasi sendiri adalah teknik 
pengumpulan data dalam penelitian dengan cara mengumpulkan 
dokumen-dokumen dalam bentuk foto atau video.19 
4. Teknik Pengolahan Data 
Penulis dalam mengolah data yang telah didapat dengan teknik 
sebagai berikut : 
a. Organizing, merupakan langkah penyusunan secara 
sistematis terhadap data-data yang telah diperoleh sehingga 
dapat tersusun sesuai rencana. 
b. Editing, merupakan proses memeriksa kembali terhadap 
data-data tertulis yang terdapat dalam penelitian. 
c. Analizing, merupakan kegiatan memperdalam dan mencari 
data-data lain yang relevan agar tercipta suatu kesimpulan 
sebagai bagian akhir dari penelitian. 
5. Teknik Analisis Data 
 Dalam proses analisis data penulis menggunakan metode 
deskriptif analitif dengan pola pikir induktif. Yakni penelitian yang 
dilakukan dengan memperoleh data berupa kata-kata, gambar, serta 
perilaku dan tidak disajikan dalam bentuk angka statistik sebagai 
data riil skripsi. Adapun analisis data akan dilakukan secara 
induktif dari fakta empiris yang terjadi dilapangan.20Proses analisis 
 
19 Nuramila, Tindak Tutur dalam Media Sosial, (Banten: YPSIM, 2020), 51. 
20 Forum Pengembangan Guru Pengawas Jawa Tengah, “Forum Jurnal 
Empirisme”,https://books.google.co.id/books?id=qHqIDwAAQBAJ&pg=PA172&dq=teknik+anal
 

































data akan meliputi pengaturan, pengurutan, pengelompokan dan 
mengkategorikan data sehingga dapat dicapai suatu temuan 
berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab.21 Dalam hal 
ini praktik jual beli kue di UMKM desa Kalitengah. 
  
I. Sistematika Pembahasan 
 Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, 
penulis membagi pembahasan kedalam beberapa bab, dan setiap bab 
pembagiannya akan dibagi kedalam sub bab, Dengan sistematika sebagai 
berikut: 
 Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian, data yang diperoleh, sumber data, teknik 
pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan 
sistematika pembahasan. Semuanya disusun berdasarkan urutan sesuai 
rencana penyusunan skripsi. 
 Bab Kedua, berisikan landasan teori mengenai tinjauan umum jual 
beli, akad Istishna’, Hak dan kewajiban pembeli dalam UU No. 8 Tahun 
1999. Dimana dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian jual beli, 
teori jual beli akad Istishna dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
 
isis+data+deskriptif+analitif&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjx4MyF5_TtAhWCbisKHYIVB0MQ
6AEwA3oECAMQAg#v=onepage&q&f=false, diakses pada 30 Januari 2021. 
21 Ibid, Mamik, Metodologi Kualitatif 135. 
 

































tentang perlindungan konsumen, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat 
jual beli, pengertian akad istihna, dasar hukum akad istishna. Kemudian 
mengani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 akan dibahas mengenai 
latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban 
konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha. 
 Bab Ketiga, praktik jual beli kue di UMKM desa Kalitengah, yang 
memuat uraian tentang sejarah berdirinya UMKM pembuat kue di desa 
Kalitengah, praktik jual beli kue di UMKM desa Kalitengah, gambaran 
seputar lokasi penelitian, produk-produk hasil produksi kue di UMKM 
desa Kalitengah, strategi pemasaran kue di UMKM desa Kalitengah, 
mekanisme pemenuhan hak dan kewajiban konsumen kue di UMKM desa 
Kalitengah, serta hak dan kewajiban produsen kue di UMKM desa 
Kalitengah. 
 Bab Keempat, dalam skripsi ini membahas mengenai analisis 
hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli kue di UMKM desa 
Kalitengah. 
 Bab Kelima, sebagai penutup akan membahas tentang kesimpulan 
dan saran sebagai jawaban atas permasalahan dan saran. 
 

































BAB II  
JUAL BELI ISTISHNA’ DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 
 
A. Jual Beli 
1. Pengertian 
 Jual Beli dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan 
persetujuan untuk saling mengikat antara penjual atau pihak yang 
memiliki barang, dengan pembeli yaitu orang yang membayar barang 
yang dijual.1 Secara bahasa jual beli atau al bai’ diartikan sebagai 
menjual atau mengganti. Adapun Wahbah Zuhaily mengartikan al bai’ 
secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. 
Dalam bahasa arab kata al bai’ sering digunakan sebagai pengertian 
lawannya yaitu al syira’ (beli). Sehingga kata al bai dapat beraarti jual 
sekaligus juga berarti beli.2 
 Sedangkan secara terminology Imam Nawawi dalam kitabnya 
Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab adala proses tukar menukar harta 
dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah juga memberi 
penjelasan pada kitabnya al-Mughni bahwa jual beli adalah pertukaran 
harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.3 Sementara 
pemahaman lain yang diberikan para ulama fiqih diantaranya adalah 
 
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online 
https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/jualbeli.html. diakses pada 19/12/2020, pkl. 08.28. 
2 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat ( Jakarta: Kencana, 2010), 67. 
3 Ainul Yaqin, FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Islam  (Pamekasan: Duta Media 
Publishing, 2018), 38. 
 

































definisi menurut Soelaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam yang 
mengartikan jual beli sebagai proses tukar menukar barang dengan 
barang yang lain dengan cara tertentu (akad).4 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
 Jual Beli adalah suatu sarana bagi manusia untuk saling 
melengkapi kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu jual  beli juga 
disyariatkan di dalam Al Quran dan Al Hadis : 
a. Al Qur’an 
ٱلَّ  َيقُوُم  َكَما  إِالَّ  َيقُوُموَن  اَل  َبٰوا   ٱلر ِ َيۡأُكلُوَن  َيتََخبَُّطهُ ٱلَِّذيَن  ِذي 
َبٰوا ْۗ َوأََحلَّ  ِلَك ِبأَنَُّهۡم قَالُٓوا  إِنََّما ٱۡلَبۡيُع ِمۡثُل ٱلر ِ
ِّۚ ذَٰ ُن ِمَن ٱۡلَمس ِ ٱلشَّۡيَطٰ
فَٱنتََهٰى  ب ِِهۦ  رَّ ن  م ِ َمۡوِعَظٞة  َجآَءهُۥ  فََمن   
َبٰوا ِّۚ ٱلر ِ َم  َوَحرَّ ٱۡلَبۡيَع   ُ ٱَّللَّ
ُب ٱلنَّاِرِۖ ُهۡم  فَلَهُۥ َما َسلََف َوأَۡمُرهُۥٓ إِلَى ِئَك أَۡصَحٰ
ٓ لَٰ ِِۖ َوَمۡن َعاَد فَأُو  ٱَّللَّ
ِلُدوَن    فِيَها َخٰ
Yang Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 





































baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.5 
لَُكم بَۡينَُكم بِ  ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا  اَل تَۡأُكلُٓوا  أَۡمَوٰ َرةً َعن يَٰ ٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ ِطِل إِالَّ ٱۡلبَٰ
َ َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما  نُكۡمِّۚ َواَل تَۡقتُلُٓوا  أَنفَُسُكۡمِّۚ إِنَّ ٱَّللَّ  تََراٖض م ِ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.6 
 
b. Al Hadis 
 ِ : أَىُّ اْلَكْسِب أَْطَيُب قَاَل  -صلى هللا عليه وسلم-ُسئَِل َرُسوُل َّللاه
ُجِل ِبَيِدِه َوُكلُّ َبْيعٍ َمْبُرورٍ   َعَمُل الره
Yang Artinya : Rasulullah SAW ditanya oleh  seorang sahabat 
mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah 
saat itu menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap 
jual beli yang diberkahi. (HR. Al Hakim).7 
c. Ijma’ 
 
5Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemah (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), Al Baqarah. 
275. 
6 Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemah (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), An Nisa’ 
29. 
7Ibid, Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqh Muamalat, 69. 
 

































 Dengan berdasar pada ayat-ayat dalam Al-Quran dan 
beberapa kutipan Hadis Nabi Ulama Fiqih menyatakan bahwa 
asal hukum jual beli itu adalah mubah (boleh). 
 Bahkan menurut satu ulama Imam al-Syaithibi (w. 790 H). 
Seorang pakar fiqih dari kalangan ulama Maliki bahwa hukum 
jual beli bisa menjadi wajib. Beliau memberi contoh ketika 
terjadi praktek Ikhtikar (Penimbunan barang yang 
mengakibatkan barang langka dan harga menjadi naik). Dalam 
hal ini pemerintah diperbolehkan untuk memaksa pedaagang 
untuk menjual barang dengan harga sebelum terjadi lonjakan. 
Dalam hal demikian pedagang wajib menjual barang 
dagangannya dengan harga sebelum terjadi lonjakan sesuai 
dengan ketentuan pemerintah.8 
 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
 Dalam melaksanakan jual beli, manusia d 
iharuskan mampu untuk memahami rukun-rukun dan syarat jual 
beli. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan 
dalam proses jual beli yang harus dipenuhi sehingga proses jual 
beli dapat dikatakan sah sesuai shara’(hukum Islam). Dari segi 
terminologi syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya 





































tersebut maka tidak ada hukum, namun dengan adanya hal tersebut 
tidak mesti juga adanya hukum.9 
Pada dasarnya rukun dan syarat jual beli haruslah dipenuhi agar 
jual beli dapat dikatakan sah. Dalam menentukan rukun dan syarat 
jual beli. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Ulama 
Hanafiyah mengatakan bahwa rukun dan syarat jualbeli hanya satu 
yaitu ijab dan qabul. Menurut pendapat mereka hanya kerelaan 
antara kedua belah pihak yang menjadi rukun sah nnya jual beli.10 
 Adapun menurut jumhur ulama (mayoritas para ulama) 
bahwa rukun jual beli itu ada 3 (tiga) yaitu: 
1) Berakal (Baik penjual dan pembeli adalah orang yang 
berakal). 
2) Sighat (Ijab dan Qabuil yang diucapkan antara penjual dan 
pembeli). 
3) Barang yang diperjualbelikan.11 
 Disamping itu yang menjadi syarat sah jual beli menurut 
jumhur ulama adalah12: 
1) Syarat yang berkaitan dengan Ijab Qabul 
 Kalangan Ulama fiqih menyatakan bahwa bagian 
terpenting sah nya jual beli adalah kerelaan kedua belah 
pihak dalam ijab qabulnya. Kerelaan antara penjual dan 
 
9 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50. 
10 Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Modika Pratama, 2000), 115. 
11 Ibid, Muhammad Yazid, Ekonomi Islam, 16. 
12Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhu, jilid IV (Damaskus: Daar al Fikr 1989), 354. 
 

































pembeli dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. 
Perpindahan kepemilikan barang akan langsung mengikuti 
setelah proses Ijab Qabul dilangsungkan. Oleh karena itu 
para Ulama fiqh memberikan kategori syarat sah nya ijab 
dan qabul sebagai berikut13: 
a) Orang yang melangsungkan ijab dan qabul 
mengucapkannya dengan berakal, atau telah baligh 
menurut pandangan ulama Hanafiyah. 
b) Qabul harus sesuai dengan ijab, sebagai 
konsekuensi apabila antara ijab dan qabul tidak 
sesuai, dapat disimpulkan bahwa jual beli tidak sah. 
c) Ijab dan qabul dilangsungkan dalam satu majelis 
yang sama, dalam arti kedua belah pihak baik 
penjual maupun pembeli dating dalam tempat yang 
sama dan diwaktu yang sama dan membicarakan hal 
yang sama terkait proses jual beli. Sementara itu 
ulama dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah 
menyatakan boleh adanya tenggang waktu 
pelaksanaan antara ijab dan qabul. Disisi lain ulama 
Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan jarang 
tenggang waktu antara ijab dan qabul tidak boleh 
terlalu lama. 
 
13 Ibid, Muhammad Yazid, 17. 
 

































 Seiring perkembangan zaman pengucapan ijab dan 
qabul digantikan dengan isyarat pembeli mengambil barang 
dagangan kepada penjual kemudian membayarnya kepada 
penjual sebagai bentuk pelaksanaan ijab dan qabul. Hal 
semacam ini sering kita jumpai saat berbelanja di mini 
market atau swalayan. Dalam Fiqih Islam hal semacam ini 
disebut dengan bai’ al-mu’athah.14 
2) Syarat bagi orang yang berakad 
Para Ulama fiqih sepakat bahwa syarat bagi orang yang 
akan berakad sebagai berikut: 
a) Berakal, merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi 
setiap orang yang akal jual beli Jumhur Ulama 
berpendapat bahwa syarat sah nya jual beli dari segi 
orang yang berakad adalah teklah baligh dan 
berakal, adapun jika jual beli dilakukan oleh orang 
yang belum baligh mumayyiz maka jual belinya 
tidak sah. 
b) Saat berlangsungnya akad bahwa yang melakukan 
jual beli adalah orang yang berbeda, atau jual dan 
beli tidak dapat dilakukan oleh orang yang sama. 
3) Syarat yang berkaitan dengan barang yang di jualbelikan 
 
14 Ibid, Muhammad Yazid, Ekonomi Islam, 18. 
 

































 Adapun syarat-syarat barang yang akan diperjual 
belikan adalah: 
a) Barang yang akan diperjualbelikan ada, baik barang 
itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi penjual 
menyatakan mampu menghadirkan barang itu di 
tempat. Sebagai contoh ditoko bangunan barang 
yang di inginkan pembeli tidak ada ditoko saat itu, 
tapi ada di gudang took atau tempat produksi yang 
merupakan bagian lain dari took. 
b) Dapat menimbulkan manfaat dan dapat 
dimanfaatkan oleh manusia. Dalam arti 
Khamar(minuman keras), bangkai dan darah, tidak 
memenuhi kriteria syarat sah jual belii. 
c) Dimiliki oleh seseorang, dalam arti barang yang 
belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual 
belikan, seperti memperjualbelikan batubara 
didalam tambang, burung di udara. 
d) Barag boleh diserahkan ketika akad berlangsung 
atau dapat juga diseraahkan dilain waktu yang telah 
disepakati keduabeelah pihak. 
4) Syarat yang berkaitan dengan harga barang(nilai tukar) 
 Dikenakannya syarat pada harga tidak lain karena 
agar tidak terjadi kedzaliman pedagang terhadap permainan 
 

































harga, setidaknya para ulama fiqih memberikan syarat 
syarat terhadap harga sebagai berikut: 
a) Harus jelas harga yang telah disepaakati oleh kedua 
belah pihak. 
b) Pembayaran terhadap harga yang telah disepakati 
haruslah jelas dalam arti boleh diserahkan ketika 
akad. Dalam kasus lain pembayaran dizaman 
modern dilakukan dengan menggunakan kardtu 
debit atau kredit yang pada dasarnya adalah hutang, 
maka disini waktu pembayaran harus jelas. 
c) Apabila sistem pembayaran yang dipilih dengan 
tukar menukar barang, maka barang yang akan 
dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan 
dalam syara’, Seperti, khamar, darah, babi, dsb. 
Dikarenakan barang barang ini tidak bernilai dalam 
syara’. 
5) Syarat yang berkaitan dengan Hukum Jual Beli 
 Jumhur ulama fiqih memberikan pernyataan bahwa 
jual beli baru mengikat apabila sudah terbebas dari segala 
bentuk macam khiyar(hak pilih untuk melanjutkan atau 
membatalkan transaksi), Jika Jual beli itu masih memiliki 
hak khiyar maka jual beli itu belum mengikat dan boleh 
 

































dibatalkan.15   Allah juga menganjurkan jual beli agar 
dituliskan catatannya sebagai upaya mencegah hal hal yang 
buruk yang akan terjadi kemudian seperti yang tertuang 
dalam Firman QS. Al Baqarah 282 : 
ى فَٱۡكتُبُوهُِّۚ َوۡليَۡكتُب  َسم ٗ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوا  إِذَا تََدايَنتُم بَِدۡيٍن إِلَٰىٓ أََجٖل مُّ
ٓ يَٰ
 .…بَّۡينَُكۡم َكاتُِبُۢ بِٱۡلعَۡدِلِّۚ 
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya 
dengan benar….”16 
 
4. Bentuk Jual Beli 
a) Jual Beli yang Sahih 
 Jual beli dikatakann sahih apabila dalam jual beli 
tersebut disyariatkan, terpenuhinya rukun dan syarat jual 
beli, bukan milik orang lain, dan sudah terlepas dari hak 
khiyar lagi.17 
b) Jual Beli yang Terlarang 
 
15 Ibid, Muhammad Yazid, Ekonomi Islam, 23 
16 Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemah (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011). 
 
17 Ibid, Muhammad Yazid, Ekonomi Islam, 25. 
 

































 Merupakan jual beli yang dilakukan dengan 
meniadakan rukun dan syarat lagi, adapaunnjual beli yang 
terlarang dikelompokkan sebagai berikut:18 
1) Jual beli barang haram, najis, atau tidak boleh 
diperjualbelikan. Sebagai contoh jual beli babi, 
khamar(minuman yang memabukkan), bangkai, dsb. 
2) Jual beli yang belum jelas, atau jual beli yang masih 
samar samar dan spekulasi, haram untuk 
diperjualbelikan karena dikhawatirkan akan timbul 
kerugian pada salah satu pihak yang sedang 
melakukan transaksi jual-beli. Misalnya jual beli ikan 
yang masih ada di dalam kolam, atau jual beli buah 
yang belum siap dipanen. 
3)  Jual beli bersyarat, merupakan jual beli yang 
prosesnya dikaitkan dengan syarat syarat terntentu 
yang merugikan atau dilarang dalam agama. Seperti 
jual beli jimat dengan syarat menyiapkan sesajen. 
4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, 
merupakan segala jenis jual beli yang dapat 
menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, dosa, dan 
fitnah. Seperti misalnya jual beli film porno. 
 
18Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta, Kencana:2010), 80. 
 

































5) Jual beli dilarang karena dianiaya, merupakan jual 
beli yang kemudian timbul penganiayaan dan 
kedzaliman terhadap proses jual beli tersebut, seperti 
contoh jual beli anak binatang yang masih 
membutuhkan induknya untuk bertahan hidup. 
6) Jual beli muhaqalah, merupakan jual beli tanaman 
yang masih tumbuh di ladang. 
7) Jual beli mukhadarah, merupakan jual beli buah 
buahan yang belum dapat dipanen dan masih bersifat 
spekulasi. 
8) Jual beli mulamasah, jual beli dengan cara 
menyentuh, seperti contoh orang yang membeli 
pakaian kemudian menyentuh pakaian tersebut 
kemudian dianggap telah setuju dan membeli pakaian 
tersebut, jual beli ini dilarang karena dapat 
mengandung tipuan. 
9) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang masih 
basah dengan buah yang kering, seperti contoh 
menjual rumput dengan satuan beraat rumput tersebut 
dijual dengan keadaan kering tetapi dengan hharga 
rumput yang masih basah. 
B. Jual Beli Akad Istishna 
1. Pengertian 
 

































 Secara bahasa istishna’ merupakan bentuk ism mashdar 
dari kata dasar istashna’a-yastashni’u تصنع     يستصنع(  –)ا  berarti 
meminta untuk dibuatkan sesuatu.untuk dirinya.19 
 Sedangkam dalam segi istilah istishna’ adalah trasaksi 
barang yang diperdagangkan dan dalam tanggungan yang 
disyaratkan untuk mengerjakannya(dipesan).20 
 Sementara itu istilah lain dari buku Fiqh Muamalah II: 
Teori dan Praktik, Akad istishna’ merupakan kontrak yang 
disepakati bersama antara pemesan dan produsen untuk pembuatan 
sebuah jenis barang tertentu ataupun transaksi kontrak jual-beli 
terhadap barang yang belum ada. 
 Dalam Fatw DSN –MUI istishna’ adalah akad jual beli 
didalam bentuk pemesanan terhadap barang tertentu dengan 
persyaratan dan kriteria tertentu yang disepakati antara 
penjual(pembuat,produsen) dengan pembeli(pemesan).21 
 Jadi, akad istishna’ secara sederhana adalah akad yang 
terjalin antara penjual dan pembeli sekaigus sebagai pemesan 
untuk dibuatkan barang dengan ketentuan yang telah disepakati 
bersama diawal oleh keduanya.22 
 Jika akad istishna’ diartikan sebagai sebuah kontrak 
penjualan antara pembeli dan pembuat barang dalam suatu 
 
19 Ibid, Muhammad Yazid, Ekonomi Islam, 58. 
20 Mardani, Fiiqh Ekonomi Syariah (Jakarta, Kencana:2012), 123. 
21 Mahmudatus Sa’diyah, Fiqh Muamalah II (Jepara, UNISNU Press: 2019), 45-46. 
22 Ibid, Muhammad Yazid, Ekonomi Islam, 59. 
 

































transaksi. Secara tidak langsung ada persamaan antara akad 
istishna’ dan akad salam, keduanya memiliki objek yang sama 
yakni barang yang belum ada wujudnya.23 
 Jika dipahami akad istishna’ adalah bentuk lain dari akad 
salam. Istishna’ dikhususkan sebagai akad yang menunjang 
transaksi jual bei barang dibidang manufaktur dan atau akad 
kontrak produksi. Sehingga ketentuan dan syarat akad istishna’ 
dapat mengikuti akad salam. Akad salam berlaku umum untuk 
barang dan lainnya, sementara istishnna’ dikhususkan untuk 
barang yang disyaratkan dalam pembuatanya. Perbedannya adalah 
dalam akad salam pembayaran harus dilakukan dimuka sementara 
akad istsihna’  tidak.24 
 
2. Dasar Hukum Akad Istishna’ 
a. Al Qur’an 
َبٰوا  اَل َيقُوُموَن إاِلَّ َكَما َيقُوُم ٱلَِّذي َيتََخبَُّطهُ  ٱلَِّذيَن َيۡأُكلُوَن ٱلر ِ
َبٰوا ْۗ َوأََحلَّ  ِلَك ِبأَنَُّهۡم قَالُٓوا  إِنََّما ٱۡلَبۡيُع ِمۡثُل ٱلر ِ
ِّۚ ذَٰ ُن ِمَن ٱۡلَمس ِ ٱلشَّۡيَطٰ
َبٰوا ِّۚ فََمن َجآَءهُۥ  َم ٱلر ِ ُ ٱۡلَبۡيَع َوَحرَّ ب ِِهۦ فَٱنتََهٰى فَلَهُۥ ٱَّللَّ ن رَّ َمۡوِعَظٞة م ِ
ُب ٱلنَّاِرِۖ ُهۡم فِيَها  ِئَك أَۡصَحٰ
ٓ لَٰ ِِۖ َوَمۡن َعاَد فَأُو  َما َسلََف َوأَۡمُرهُۥٓ إِلَى ٱَّللَّ
ِلُدوَن    َخٰ
 
23Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta, Gema Insani:2001), 
113. 
24 Ibid, Mardani, Fiqh Muamalah, 124. 
 

































Yang Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.25 
 
b. Al Hadis 
ِ صلى هللا عليه و سلم َكاَن  َعْن أَنٍَس رضي هللا عنه أَنه َنبِىه َّللاه
َيْقَبلُوَن إاِله ِكتَاًبا أََرادَ أَْن يَْكتَُب إِلَى اْلعََجِم فَِقيَل لَهُ إِنه اْلعََجَم الَ 
ةٍ  رواه مسلم. قَاَل َكأَن ِى أَْنُظُر إِلَى َبَياِضِه فِى َيِدهِ . َعلَْيِه فِضه  
Yang Artinya : “ Dari Anas Radiyallahu anhu  bahwa Nabi 
SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu 
dikabarkan pada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak mau 
 
25 Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemah (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011). 
 

































menerima surat yang tidak stempel. Maka beliau pun memesan 
agar dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas 
mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan 
kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim).26 
 
c. Ijma’ 
 Mengenai ijma’ atau kesepakkatan para Ulama’ sebagian 
ulama secara de-facto telah bersepakat bahwa akad istishna’ 
merupakan akad yang dibenarkan menurut ajaraan Islam dan 
telah dilangsungkan sejak dahulu kala tanpa ada Ulama’ atau 
seorang sahabat Nabi pun yang mengingkarinya. Dengan 
demikian tidak ada larangan dalam pelaksanaan akad jual-beli 
istishna’.27 
 
3. Rukun dan Syarat Akad Istishna’ 
 Setidaknya dalam melangsungkan akad istishna’ ada tiga 
rukun yang harus dipenuhi diantaranya  adalah:28 
1) Masing-masing pihak. 
 Para pihak yang dimaksud disini adalah pembuat 
barang pesanan yang bisa disebut dengan shani’ (الصانع) dan 
pihak selanjutnya adalah orang yang minta untuk dibuatkan 
 
26Shaheh Muslim Bin Hajaj, Shahih Muslim (Dar al Fiqr:Beirut, jilid 1),  135. 
27 Ibid, Muhammad Yazid, Ekonomi Islam, 61. 
28Wailatur Rohmaniyah, Fiqh Muamalah Kontemporer (Pamekasan, Duta Media 
Publishing:2019), 68. 
 

































barang yang akan dipesan, atau dapat juga disebut dengan 
mustashni’ (المستصنع). 
2) Objek Barang yang akan diperjualbelikan. 
 Pengdaan barang yang akan dibuat dalam konteks 
ini disebut juga dengan al-mahal (المحل), Yang menjadi 
perhatin dalam akad ini semata-mata yaitu benda ataupun 
barang-barang yang baru akan dibuatkan. Ini merupakan 
pendapat kalangan madzab Hanafi. 
3) Ijab Qabul (Shighat). 
 Ini merupakan bagian terpenting dalam akad Ijab 
merupakan lafadz yang diucapkan pemesan untuk 
dibuatkan barang dengan ketentuan yang telah disepakati 
kepada penerima pesanan (penjual), sementara qabul adalah 
respon dari pihak yang dimintai untuk dibuatkan barang 
pesanan tersebut yang berisi persetujuan atau penolakan 
atas permintaan pemesan. 
 Adapun untuk memenuhi kesempurnaan 
pelaksanaan akad ini juga terdapat beberapa syarat  sebagai 
berikut: 
1) Bai’al-istishna’ dapat dilakukan pada barang yang dapat 
dipesan. 
2) Akad bai’ al-istishna’ mengikat setelah masing-masing 
pihak telah mencapai kesepakatan. 
 

































3) Pembayaran dalam akad ini dilakukan pada tempat dan 
waktu yang tellah disepakati sebelumnya. 
4) Dalam akad ini spesifikasi dan deskripsi barang yang dijual 
harus sesuai dengan apa yang dipesan. 
5) Setelah akad pesanan ini mengikat, tidak boleh satupun dari 
kedua belah pihak untuk tawar menawar mengenai akad 
yang telah disepakati. 
6) Apabila objek barang yang diterima d=tidak sesuai dengan 
apa yang dipesan maka pihak pemesan dapat menggunakan 
hak pilihnya untuk melanjutkan atau membatalkan 
transaksi(hak khiyar).29 
 
C. Tinjauan Umum mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen. 
1. Sejarah Munculnya Perlindungan Konsummen 
 Berangkat dari sejarah perlindungan konsumen di Indonesia 
sebenarnya belum ada gambaran secara jelas mengenai 
perkembangan perlindungan konsumen diIndonesia. NHT Siahaan 
dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen, memberikan 
rangkaian dalam kurun waktu terkait perkembangan perlindungan 
konsumen di Indoensia.30 
 
29 Ibid, Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah,  125. 
30Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Depok, Kencana: 2018), 14. 
 

































 Pada masa Zaman Hindia Belanda sebenarnya telah 
terdapat rumusan pasal-pasal dari berbagai sumber peraturan yang 
adaa di kala itu, namun memang penyebutannya tidak secara 
ekplisit mengenai konsumen, produsen ataupun pelaku usaha. 
 Selanjutnnya di masa kemerdekaan hingga tahun 1997, 
pada kurun waktu ini setidaknya ditandai dengan terbitnya UU No. 
10 tahun 1961 yang berisikan aturan barang barang yang 
diperdaganngkan di Indonesia, Kemudian munculnya PP No. 9 
tahun 1964 tentang standar industry yang kemudian di ikuti 
undang-undang lain yang memang dibuat untuk mengikuti tren 
perdagangan di masa itu.31 
 Selanjutnya di masa tahun 1967 hingga tahun 1974, 
ditandai dengan berkembangnya iklim investasi yang meliputi 
inestasi baik dalam maupun luar negeri hal ini kemudian membuat 
pemerintah menerbitkan UU No. 1 tahun 1967 tentang penanaman 
modal asing dan UU No. 11 tahun 1968 tentang Penanaman modal 
dalam Negeri. 
 Di fase terakhir terjadi pada tahun 1974 hingga sekarang, 
Pada kurun waktu ini terjadi perkembangan secara pesat terhadap 
lahirnya Undang-Undang baru tentang perlindungan konsumen di 
inisiasi oleh YLKI dan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang 
mensosialisasikan draf UU perlindungan konsumen kepada 
 
31 Ibid, 15. 
 

































kekuatann politik tak terkecuali DPR, yang walaupun hasilnya 
masih nihil. Yaang kemudian disusul pada tahun 1990 oleh 
departemen perdagangan RI yang mulai sadar pentingnya UU 
Perlindungan Konsumen. Yang kemudian Pasca Reformasi oleh 
pemerintahan presiden B.J. Habibie mengesahkan UU No.8 Tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) pada tanggal 20 
April 1999 dan tepat setahun setelahnya undang undang ini 
berlaaku secara resmi di Indonesia.32 
 
2. Perlindungan Konsumen 
 Tujuan diberlakukannya Perlindungan Konsumen sudah 
ditetapkan dalam UUPK pasal 3 yang memiliki tujuan: 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri, 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang 
dan/atau jasa, 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 
untuk mendapatkan informasi, 
 
32 Ibid, 16-17. 
 

































e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggungjawab dalam berusaha, 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.33 
 
3. Pengertian Konsumen 
 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia konsumen adalah, 
pemakai bahan produksi yang berupa makanan, pakaian, dan 
sebagainya.34 
 Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen definisi konsumen disebutkan sebagai 
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.35 




33 Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
34 DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 590. 
35 Pasal 1 (2) UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
 

































1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan atau jasa, 
2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan 
barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan, 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, 
4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan atau jasa yang digunakan, 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, 
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, 
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif, 
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya, 
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.36 
 Selain untuk dipenuhi hak-hak nya konsumen juga 
memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan antara lain: 
 
36 Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
 

































1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi 
keamanan dan keselamatan, 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 
barang dan atau jasa, 
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, 
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 
perlindungan konsumen secara patut.37 
 Berkaitan dengan kewajiban konsumen diatas untuk 
mengikuti petunjuk dan prosedur penggunaan barang Ahmadi Miru 
menjelaskan daalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen 
seringkali konsumen dan pelaku usaha terjadi kesalah pahaman, 
dalam hal ini konsumen mengabaikan prosedur dan petunjuk 
penggunaan barang yang telah dibuat oleh pelaku usaha agar 
dijadikan dasar dalam penggunaan barang. Sehingga apabila terjadi 
suatu kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen 
maka disini pelaku usaha tidak bertanggung jawab untuk 
mengganti kerugian tersebut.38 
 Selanjutnya mengenai itikad baik konsumen dalam 
kewajibannya hanya berlaku ketika terjadi proses transaksi jual 
 
37 Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlinndungan Konsumen. 
38 Abdul Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Makasar: Sah Media, 2017), 
113. 
 

































beli. Hal ini dikarenakan masih ada celah dan bagian dari proses 
transaksi yang dapat merugikan pihak pelaku usaha.39 
 Ahmad Miru melanjutkan bahwa diwajibkannya konsumen 
untuk mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum perlindungan 
konsumen adalah suatu hal baru yang mana ini tidak dirasakan 
sebelum terbitnya UUPK ini sehingga penyelesaian kasus ini masih 
banyak dilakukan oleh lembaga kepolisian maupun kejaksaan.40 
 
4. Pengertian Pelaku Usaha 
 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.41 
 Pengertian dari undang-undang diatas sangatlah luas, yang 
dapat berarti dapat mencakup segala bentuk usaha, sehingga ini 
dapat memudahkan konsumen dalamm arti akan banyak pihak 
yang dapat digugat. Akan lebih baik lagi apabila Undang-Undang 
perlindungan konsumen ini diberikan rincian yang lebih detail 
 
39 Ibid,  114. 
40 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja Grafindo 
Perkasa, 2004), 41. 
41 Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
 

































sehingga konsumen dapat lebih objective mengenai kemana 
gugatan akan ditujukan.42 
 Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha 
adalah sebagai berikut: 
Hak pelaku usaha adalah: 
1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan 
atau jasa yang diperdagangkan. 
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik. 
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen. 
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 
barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 
5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.43 
 Dan adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha dalam 
undang-undang ini adalah: 
1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta 
 
42 Ibid, Ahmad Miru, 23. 
43 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
 

































memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaan. 
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif. 
4) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 
dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta 
memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat 
dan atau yang diperdagangkan. 
5) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian 
apabila barang dan atau jasa yang dterima atau 
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan atau jasa yang diperdagangkan.44 
 Selain memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur 
pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab khusus yang di 
dalam undang-undang ini di jelaskan dalam pasal 19 hingga 
pasal 27, Secara garis besar rangkuman pasal- pasal tersebut 
dijelaskan di pasal 19 saja: 
1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi 
atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen 
 
44 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
 

































akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan 
atau diperdagangkan. 
2) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 
3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan 
atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan 
kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya 
tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut 
mengenai adanya unsur kesalahan. 
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan 
bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan 
konsumen.45 
 Secara lebih jauh mengenai pertanggungjawaban pelaku 
usaha, Zulham dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen 
menjelaskan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak tidaklah sama 
dengan tanggung jawab absolut (absolute liability). Sehingga 
pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian 
 
45 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
 

































yang dialami oleh konsumen.46 Undang-undang perlindungan 
konsumen memberikan pengecualian terhadap 
pertanggungjawaban produssen sebagai berikut: 
1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak untuk diedarkan 
atau juga tidak bermaksud untuk diedarkan. 
2. Terdapat cacat pada barang yang timbul dikemudian hari. 
3. Cacat yang timbul akibat ditaatinya ketentuan menegenai 
kualifikasi barang. 
4. Kelalaian oleh konsumen. 
5. Lewatnya jangka waktu empat tahun setelah barang dibeli 
mengenai penuntutan, dan atau lewat terhadap perjanjian 
yang telah disepakati.47 
 Dan mengenai beban pembuktian ada atau tidaknya 
kesalahan dalam kerugian itu merupakan tanggung jawab pelaku 
usaha sepenuhnya. Hal ini dikenal dengan pembuktian terballik 
dalam arti konsumen tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan 
yang terjadi pada barang yang dibelinya. Tetapi pelaku usaha yang 
harus membuktikan ada ketidakbersalahannya dalam kerugian 
tersebut. Oleh karena itu jika pelaku usaha tidak mampu 
membuktikan ketidaakbersalahannya, maka pelaku usaha 
 
46 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana, 2013), 103. 
47 Ibid, 103. 
 

































bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian yang 
ditimbulkan oleh produknya.48 
 
 
48 Ibid, 103-104. 
 

































BAB III  
PRAKTIK JUAL BELI KUE DI UMKM DESA KALITENGAH, 
KECAMATAN TANGGULANGIN, KABUPATEN SIDOARJO 
 
A. Latar Belakang Berdirinya UMKM Sanggar Kartini Desa Kalitengah 
1. Profil Singkat UMKM Sanggar Kartini di desa Kalitengah. 
 UMKM Sanggar Kartini desa Kalitengah di inisiasi pertama kali 
oleh Ibu Misnah Kartini seorang yang memang sudah banyak 
melintang di dunia kursus dan pameran pembuatan kue utamanya. 
Berangkat dari situ pada tahun 2016 salah satu murid kursus nya yang 
merupakan istri dari Bapak kepala desa Kalitengah memberikan 
tawaran kepada ibu Misnah untuk mengumpulkan para kaum ibu 
ataupun ibu rumah tangga, dalam mengelola waktu senggangnya 
untuk belajar bersama membuat kue yang dipandu oleh ibu Misnah 
Kartini. Kegiatan yang kemudian di ikuti oleh 60 orang peserta ini 
kemudian beritanya menyebar luas dan menjadi pembahasan penting 
untuk kegiatan desa di masa yang akan dating. Pada Akhirnya pada 16 
September muncullah paguyuban yang beranggotakan awal 60 orang 
yang kemudian lebih dikenal dengan nama UMKM Sanggar Kartini. 
 Di masa awal awal berdirinya sanggar kartini memang difokuskan 
untuk memanfaatkan kemampuan ibu rumah tangga di lingkungan 
desa Kalitengah untuk membuat kegiatan yang produktif dengan 
membuat kue. Yang kemudian kue-kue hasil kerajinan tangan ibu 
rumah tangga anggota UMKM tersebut banyak diminati dan digemari 
 

































oleh berbagai kalangan. Seiring berjalan beberapa anggota dari 
UMKM ini mulai berkembang pesat terhadap usahanya bahkan ada 
yang hampir setiap hari menerima pesanan kue untuk dibuatkan.1 
Gambar 3.1 
Salah satu kegiatan studi banding pembuatan kue di UMKM 
Sanggar Kartini di PT. BogaSari 
 
 
B. Gambaran Umum Jual Beli Kue Sistem Pesanan di UMKM Sanggar 
Kartini Desa Kalitengah 
 Jual beli secara umum dalam kamus besar bahasa Indonesia 
(KBBI) diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, 
 
1Misnah Kartini, Wawancara, Sidoarjo 23 Februari 2021. 
 

































yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang 
membayar harga barang yang dijual.2 Sedangkan pesanan sendiri secara 
umum diartikan dengan permintaan hendak membeli (supaya dikirim, 
dibuatkan, dan sebagainya) barang yang dipesan. 
 Proses jual beli kue di desa Kalitengah sendiri merupakan bentuk 
dari jual beli dengan sistem pesanan yakni pembeli atau konsumen 
meminta untuk dibuatkan kue dengan spesifikasi dan ketentuan mengenai 
barang sesuai dengan kehendak konsumen itu sendiri, kemudian penjual 
atau produsen kue ini membuatkan kue tersebut sesuai pesanan yang 
diminta konsumen tersebut. 
 Jual beli dengan sistem pesanan semacam ini sebenarnya sudah 
lazim digunakan oleh masyarakat secara umum di Indonesia. Jual beli 
pesananan lazimnya dan identik sering digunakan dalam pembelian 
barang- barang manufaaktur yang memang membutuhkan spesifikasi 
khusus dalam barang yang akan dibeli dan barang tersebut belum jadi 
ataun belum dibuat saat akan dibeli sehingga harus dibuatkan terlebih 
dahulu sehingga barang tersebut bisa dibeli. Tapi juga tidak menutup 
kemungkinan jual beli secara pesanan juga diterapkan dalam jual beli 
barang konsumsi seperti kue. 
 Dalam jual beli sistem pesanan memiliki keunggulan dan 
kelemahan tersendiri yang terkadang memang dapat merugikan salah satu 
pihak yang bertransaksi. Jika diambil sudut pandang pesanan barang 
 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/jual%20beli, diakses pada 27 
Februari 2021. 
 

































konsumsi seperti jual beli kue di UMKM Sanggar Kartini desa Kalitengah 
ini, secara tidak langsung pembeli atau konsumen memiliki keistimewaan 
sendiri karena memiliki hak penuh untuk memesan barang dengan 
spesifikasi yang di inginkannya. Sedangkan penjual harus membuatkan 
barang tersebut sesuai dengan apa yang di inginkan pembeli dan seringkali 
tidak terdapat uang muka dalam transaksi disini.  
 Hal seperti ini lah yang pada akhirnya sering menimbulkan 
ketidaksepahaman antara penjual dan pembeli, karena didasari rasa saling 
percaya dan stigma harga yang murah seringkali barang pesanan yang 
telah dibuatkan oleh penjual tidak sesuai dengan apa yang menjadi 
spesifikasi pembeli terhadap barang yang telah disepakati diawal. Semisal 
rasa ataupun bentuk kue yang tidak sama rata, kemasan yang rusak 
ataupun keterlambatan proses produksi kue yang pada akhirnya merugikan 
pihak pembeli. 
 Hal ini menjadi perhatian tersendiri karena tidak adanya standar 
baku pembuatan kue dalam UMKM sehingga pembuatan kue cenderung 
hanya menggunakan takaran ala kadarnya saja yang kemdian dapat 
mengakibatkan tidak terjaganya kualitas kue kue hasil produksi di UMKM 
ini. Dan ketika dimintai klarifikasi mengenai hasil produksi kue yang 
terdapat rusak pihak produsen hanya meminta maaf dan harap untuk 
dimaklumi karena kue yang dibuatnya harganya murah sehingga itu wajar 
jika terjadi sedikit kerusakan dalam proses produksinya. 
C. Praktik Jual Beli Kue di UMKM Sanggar Kartini Desa Kalitengah 
 


































  Para anggota UMKM Sanngar Kartini di desa Kalitengah ini 
menawarkan kue-kue hasil produksinya dengan berbagai cara salah 
satunya dengan metode media mulut ke mulut, yaitu konsumen yang 
telah membeli kue di tempat ini akan menceritakan pengalamannya 
kepada calon konsumen yang lain. Selainn itu media promosi juga 
dibuat para masing-masing anggota UMKM dari media sosial 
whatsapp maupun media sosial yang lainnya yang dapat berpotensi 
menarik calon konsumen. Berbagai macam jenis kue, baik itu dari 
jenis-jenis kue basah hingga jenis-jenis kue kering dan bahkan juga 
kini merambah ke nasi kotak dan semi katering. 
 Para konsumen yang memesan kue di UMKM ini biasanya adalah 
orang-orang yang memang sedang memiliki hajatan atau acara penting 
lainnya yang sedang mereka selenggarakan. Dari hasil wawancara 
dengan produsen kue, penulis mendapatkan fakta-fakta sebagai 
berikut. 
 Kue-kue yang diproduksi di UMKM ini merupakan kue yang 
pemesanannya dilakukan di anggota-anggota UMKM perorangan 
secara langsung atau melalui koordinasi oleh pengurus UMKM 
sehingga terdapat beberapa anggota sekaligus yang memproduksi kue-
kue pesanan ini. 
 Pemesan dalam memesan kue-kue yang diinginkannya dapat 
langsung datang ke rumah anggota UMKM atau memesannya melalui 
 

































media whatsapp dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan 
terhadap kue yang dipesan. Penjual juga memberi kan tester kue 
contoh yang akan dipesan konsumen untuk dicicipi terlebih dahulu 
untuk menyamakan persepsi dengan konsumen. Kemudian penjual 
akan memberi konfirmasi mengenai kesanggupannya atau tidak dalam 
memenuhi pesanan serta memberikan rincian harga yang diberikan 
kepada pembeli. Selain pesanan dengan cara tersebut ada juga pesanan 
yang menggunakan prinsip pesanan sesuai budget yaitu pesanan yang 
dilakukan pembeli atau konsumen dengan cara memberitahu produsen 
tentang kue yang sesuai dengan budgetnya. Sebagai contoh Ibu bowo 
yang memesan kue lemper dan donat dengan budget maksimal 6000 
rupiah. Kemudian penjual atau produsen akan memproduksi kue 
tersebut sesuai budget pemesan. Kemdian Berdasarkan wawancara 
pembelian kue untuk acara kantor dan sebagainya biasanya meminta 
nota dan dibuatkan oleh penjual, sementara untuk pemesan warga 
sekitar hampir tidaak pernah diberi nota. 
 Kue-kue di UMKM ini tergolong murah penulis dalam wawancara 
terhadap penjual kue ini dirumah produksi mereka kue yang 
ditawarkan dipatok mulai harga 1500 sampai 8000rupiah tergantung 
kebutuhan adonan dan jenis kerumitan dalam pembuatan kue itu 
sendiri kue termurah yakni donat dan termahal adalah kue korean 
garlic. Jika dibandingkan rumah rumah produksi didaerah lain ini 
menurut penulis sangatlah murah. Tapi juga tidak menutup 
 

































kemungkinan kue dipesan berdasarkan budget pembeli, misalkan 
pembeli memesan kue donat dengan harga 3000 tentu itu akan 
berpengaruh pada ukuran dan bahan bahan yag digunakan dalam 
proses pembuatan donat tersebut. 
 Dalam proses wawancara juga penulis menemukan fakta bahwa 
pembeli yang memesan kue ditempat ini seringkali tidak menyertakan 
uang muka ataupun sejenisnya, pembayaran selalu dilakukan diakhir 
ketika kue sudah matang dan siap diberikan pada pembeli.3 
Gambar 3.2 
Proses wawancara dengan penjual ibu Yoyok 
 
2. Penyerahan atau pengiriman kue kepada konsumen 
 Karena konsumen kebanyakan adalah warga dilingkungan 
desa Kalitengah sendiri maka penjual seringkali tidak mematok 
ongkos kirim untuk kue yang dikirim ke rumah pembeli karena 
jaraknya yang dekat. 
 
3Ibu Teti, Wawacara, 28 Februari 2021. 
 

































 Kue yang telah selesai dibuat saat itu juga akan langsung 
diinformasikan kepada pembeli untuk diambil kerumah penjual 
atau pembeli biasanya langsung datang kerumah penjual untuk 
mengammbil kuenya karena telah sepakat untuk waktu 
pengambilan kue diawal transaksi. Kemudian pembayaran 
langsung diserahkan kepada penjual secara penuh dan jika 
pembayaran sebelumnya menyertakan uang muka maka harga total 
akan dikurangi jumlah uang muka untuk dibayarkan kepada 
penjual.4 
Gambar 3.3 
Proses Wawancara dengan Penjual ibu Tety 
 
 
D. Permasalahan yang Terdapat di UMKM Sanggar Kartini Desa 
Kalitengah 
 
4Ibu Yoyok, Wawancara, 23 Februari 2021 
 

































 Dalam praktik jual beli kue di UMKM desa Kalitengah penulis 
mampu mendapatkan beberapa permasalahan yang didapatkan melalui 
wawancara diantaranya sebagai berikut : 
1. Tidak ada perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli. 
 Semenjak awal pemesanan kue hingga kue telah selesai 
dibuat penulis sama sekali tidak menemukan catatan atau tulisan 
yang berisi perjanjian kesepakatan pemesanan kue antara penjual 
dan pembeli. Seluruh perjanjian jual beli dilakukan hanya dengan 
perjanjian berdasarkan ucapan saat kedua belah pihak bertemu atau 
melalui telepon dan chatting whatsapp. 
 Salah satu konsumen kue di UMKM ini yang bernama ibu 
Niken yang seorang ibu rumah tangga saat penulis mewawancarai 
menyatakan bahwa tidak ada pesan tertulis ataupun perjanjian 
sederhana yang dibuat antara pembeli dan penjual, ibu Niken juga 
sebenarnya kecewa karena penjual tidak memberikan nota atau 
tanda bukti bayar lainnya yang disertakan dalam kue  pesanannya 
yang telah jadi, sehingga dapat dipastikan ketika terjadi kesalahan 
yang dilakukan oleh pembuat kue akan sulit untuk menghadirkan 
barang bukti yang otentik ketika terjadi kesalahan penjual dalam 
membuat barang pesanan.5 
2. Barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan apa yang 
dipesan. 
 
5Niken, Wawancara, 28 Februari 2021. 
 

































 Ibu Nuri sebagai konsumen juga mengalami kecacatan pada 
kue yang dipesan saat akan mengadakan syukuran, yaitu kue 
lemper yang dipesan bu Nuri berjumlah 100 biji kue tersebut beras 
ketannya kurang matang sehingga tektur dari kue lemper tersebut 
terasa keras. Ini sudah tentu menjadi kerugian bagi bu bowo 
sebagai konsumen. Ketika penjual kue dikomplain oleh ibu Nuri 
penjual kue menyatakan permintaan maafnya karena kesalahannya 
dan menawarkan mengganti kue yang cacat tersebut tapi ibu Nuri 
menolaknya karena alasan kue harus segera dikemas dan dibagikan 
untuk acara syukurannya.6 
Gambar 3.4 
Wawancara dengan pembeli kue di UMKM Ibu Nuri 
 
 Hal ini juga dialami ibu Hamidah yang merupakan seorang 
ibu rumah tangga, ibu Hamidah mengalami keterlambatan 
pengiriman kue kerumahnya sehingga kue yang harusnya 
 
6 Nuri, Wawancara, 28 Februrari 2021. 
 

































dibagikan pukul 16.00 sore molor pada jam 18.30 sore. Ketika 
penulis bertanya kepada ibu Hmidah kenapa tidak protes kepada 
penjual kue mengenai komplain keterlambatan waktu 
pengirimannya ibu Hamidah mengatakan dirinya sudah 
menyatakan kekecewaannya kepada penjual kue karena 
keterlambatan produksi kue nya dari waktu yang sudah 
diperjanjikan diawal. Penjual kue menyatakan permintaan maafnya 
kepada ibu Hamidah dan kemudian berjanji untuk tidak 
mengulanginya lagi jika dirinya pesan kembali di UMKM nya.7 
 Hal ini sudah barang tentu menjadi kerugian bagi 
konsumen yang memesan kue di UMKM Sanggar Kartini karena 
faktor kecacatan kue disebabkan karena kesalahan produksi yang 
dilakukan oleh penjual kue tersebut.  
 
E. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha 
 Kerugian dalam transaksi jual beli yang terjadi di UMKM desa 
Kalitengah sudah tentu menjadi beban bagi konsumen. Kelalaian pelaku 
usaha dalam memproduksi kue ataupun ketepatan waktu pengerjaan kue 
yang terlambat tidak sesuai dengan apa yang disepakati diawal. 
 Pelaku usaha menyadari jika terdapat kesalahan dalam proses 
produksinya ataupun sistem pembayarannya pelaku usaha sebagai bentuk 
rasa pertanggungjawabannya pada konsumen menawarkan ganti rugi atas 
 
7 Hamidah, Wawancara, 28 Februari 2021. 
 

































kerugian yang dialami konsumen. Salah satu bentuknya yaitu mengganti 
kue-kue yang rusak atau cacat dengan kue yang baru dan fresh. Dalam 
tramsaksi yang berlangsung memang tidak ada sistem 
pertanggungjawaban yang tertulis diantara penjual ataupun pembeli. 
 Ganti kerugian penjual terhadap kue pembeli yang rusak akan 
dibuatkan saat itu juga dengan meminta toleransi waktu beberapa jam dari 
pembeli untuk membuatkan kembali kue serupa yang telah dipesan 
pembeli. 
 Adapun untuk keterlambatan waktu pengiriman kue sebagai bentuk 
permintaan maaf penjual kepada pembeli biasanya, penjual memberikan 
bonus sisa kue kelebihan dari sisa produksi atau stok kue penjual yang 
tersedia kepada pembeli. Tindakan-tindakan pertanggungjawaban 
semacam ini tidak lain ditujukan demi menjaga pelayanan kepada 
konsumen yang memesan kue di UMKM Sanggar Kartini. Sekaligus 
menjadi bahan pelajaran bagi para anggota UMKM yang lain untuk 
menjaga kepercayaan konsumen.  
 Didalam transaksi jual beli di UMKM desa Kalitengah ini menurut 
penjual sangat tidak mungkin kompensasi atau ganti kerugian kecacatan 
produksi kue diberikan dalam bentuk uang kembali karena uang yang 
diberikan tentu sudah habis dipakai untuk memproduksi kue yang dipesan. 
Dan karena sebab lain kue yang diproduksi tidak dapat bertahan lama 
dalam ruangan terbuka oleh karena itu kue harus segera habis dikonsumsi 
 

































untuk menghindari kue menjadi busuk dan berjamur sehingga tidak dapat 
dikonsumsi.8 
 
8 Misnah Kartini, Wawancara, 23 Februari 2021. 
 


































ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 
1999 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KUE DI UMKM DESA 
KALITENGAH, KECAMATAN TANGGULANGIN, KABUPATEN 
SIDOARJO 
 
A. Analisis Praktik Jual Beli Kue di UMKM desa Kecamatan Kalitengah 
Kabupaten Sidoarjo 
 Praktik jual beli di UMKM sanggar kartini mengalami kemjuan 
yang sangat pesat semenjak dibentuk pada tahun 2016 silam. Meskipun 
media promosi yang digunakan masih menggunakan media mulut ke 
mulut tapi media ini cenderung lebih efektif dengan memanfaatkan 
pengalaman orang yang pernah menjadi konsumen kue buatan UMKM 
Sanggar Kartini dengan daya tarik harga yang murah dan rasa yang enak. 
Hal ini dapat menarik konsumen secara signifikan yang terdiri dari 
berbagai macam kalangan dari berbagai tempat yang tidak hanya lagi dari 
lingkungan desa Kalitengah saja. Demikian juga jenis-jenis kue yang 
diproduksi semakin beragam demi menyesuaikan pasar dari konsumen 
yang dituju.  
 Salah satu cara untuk membeli kue-kue tersebut adalah dengan cara 
memesannya langsung kepada penjual atau pelaku usaha untuk dibuatkan 
kue yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Di UMKM sanggar kartini desa 
Kalitengah konsumen yang menginginkan kue dengan jenis tertentu dapat 
kemudian secara langsung untuk menemui penjual kue secara langsung 
 

































untuk memesan kuenya atau dapat melalui telepon atau media sosial 
whatsapp dengan menyebutkan spesifikasi jenis, bentuk, rasa hingga 
menentukan pengambilan kue yang di inginkan pemesan. Kemudian pihak 
penjual akan memberikan konfirmasi mengenai kesanggupannya dalam 
memenuhi pesanan tersebut. Jika kemudian penjual mengonfirmasi 
kesanggupannya dalam memnuhi pesanan tersebut maka, kue akan segera 
diproduksi sesuai tanggal pengambilan yang diinginkan pemesan agar kue 
tetap fresh karena kue yang diproduksi tidak menggunakan bahan 
pengawet sama sekali sehingga kue tidak mampu bertahan lama. 
 Permasalahan kemudian muncul ketika kue yang selesai diproduksi 
tidak sesuai dengan apa yang dipesan pembeli diawal transaksi. Baik itu 
dari faktor bentuk kue yang tidak sesuai rasa yang berbeda ataupun juga 
ketepatan waktu produksi kue yang terlambat. Tentu ini menjadi kerugian 
bagi pihak konsumen yang memesan kue disini. 
 Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawabannya penjual kue 
menawarkan ganti kerugian pihak UMKM sanggar kartini atau penjual 
menawarkan mengganti sejumlah kue yang rusak untuk dibuatkan lagi 
dengan meminta toleransi waktu kepada konsumen untuk membuat ulang 
kue yang rusak. Adapun jika kerugian yang dialami merupakan 
keterlambatan waktu produksi kue. Penjual menawarkan bonus kue 
tambahan sebagai bentuk permintaan maaf penjual kepada konsumen. 
 Selain permasalahan ketidaksesuaian antara barang yang dipesan 
dengan barang yang selesai diproduksi. Permasalahan juga terjadi karena 
 

































tidak adanya nota atau bukti tangan transaksi jual beli. Sehingga ketika 
terjadi kesalahpahaman konsumen sulit untuk menghadirkan bukti atas 
transaksi jual beli yang dilakukannya. 
B. Analisis Hukum Islam Terkait Akad Jual Beli Pesanan (Istishna’) 
Dalam Praktik Jual Beli Kue di UMKM Desa Kalitengah 
 Dalam praktik jual beli kue di UMKM Sanggar Kartini desa 
Kalitengah, konsumen memesan barang pada penjual dengan spesifikasi 
yang ditentukan kosumen kemudian penjual memberikan harga terhadap 
barang pesanan konsumen tersebut sekaligus menyatakan kesanngupan 
atau tidaknya dalam memenuhi pesanan konsumen tersebut.  
 Namun dengan wawancara penulis kepada beberapa konsumen 
mereka menyatakan ada ketidaksesuaian antara barang yang mereka pesan 
dengan apa yang mereka kemudian terima. Kasus jul beli kue di UMKM 
desa Kallitengah seperti yang diatas termasuk dalam akad jual beli 
istishna’ 
 Akad jual beli istsihna’ sendiri merupakan akad yang terjadi antara 
pembeli sebagai pihak pertama atau pemesan untuk minta dibuatkan 
sesuatu barang kepada penjual (pihak kedua) atau penerima pemesan 
dengan spesifikasi atayu ketentuan barang yang diminta oleh pemesan dan 
dengan harga yang telah disepaakati.1 
 Akad istishna terjadi karena ada pihak yang meminta untuk 
dibuatkan barang yang sesuai dengan keinginannya oleh pihak yang lain. 
 
1 Muhammad Yazid, Ekonomi Islam (Surabaya, IMTIYAZ:2017), 59. 
 

































Kemudian pihak yang menerima pesanan untuk membuatkan barang ini 
akan membuatkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi 
yang diinginkan oleh pemesan. Dalam akad istishna setidaknya ada rukun-
rukun yang harus dipenuhi diantaranya: 
1) Berakal (Baik penjual dan pembeli adalah orang yang berakal). 
Kedua belah pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli haruslah 
orang yang berakal atau jika anak kecil yang berakad harap dilakukan 
dengan pengawasan orang yang lebih dewasa dan cakap untuk 
berakad dalam jual beli. 
2) Sighat (Ijab dan Qabuil yang diucapkan antara penjual dan pembeli). 
Jual beli Istishna’ terjadi dikarenakan adanya ucapan dari pihak yang 
ingin memesan atau pembeli untuk memesan barang milik penjual 
dengan perantara ucapan atau kata-kata yang pada intinya pemesan 
menginginkan untuk dibuatkan barang dengan spesifikasi barang yang 
ditentukannya. Ucapan pemesan ini juga disebut sebagai Ijab. 
Sementara itu Qobul adalah jawaban dari penjual atau penerima 
pesanan menganai kesanggupan atau tiidaknya untuk memenuhi 
pesanan yang dinginkan oleh pemesan. 
3) Barang yang diperjualbelikan. 
Dalam akad istishna’ ini barang yang akan diperjual belikan atau di 
akadkan belum berwujud dan masih akan dibuatkan. Sehingga dalam 
pandangan ulama di kalangann madzhab Hanafi objek dari jual beli 
 

































akad istishna’ ini adalah barang-barang yang harus diadakan 
pembuatannya. 
Dalam pandangan kedua kalangan ulama madzhab Hanafi akadnya 
bukan menganai benda atau barang, tetapi akadnya merupakan akad 
yang mewajibkan pihak kedua atau penjual untuk membuatkan barang 
tersebut, dalam kata lain yang menjadi objek akad adalah jasa bukan 
barang.2 
 Melihat rukun syarat akad istishna’ diatas menurut penulis 
mekanisme jual beli kue di umkm desa Kalitengah sebenarnya sudah 
memenuhi apa-apa yang menjadi rukun akad ini. Pihak yang berakad 
ditunjukkan dengan adanya konsumen yang memesan kue pada pengerajin 
kue di UMKM Sanggar Kartini desa Kalitengah. Kemudian penjual dan 
pembeli melangsungkan shighat atau ijab dan qabul yang kemudian 
disertai pemenuhan pesanan yang telah diterima oleh penjual. 
 Namun disayangkan ketika kue yang dipesan telah jadi terdapat 
ketidaksesuaian antara kue yang telah jadi dengan yang dipesan sehingga 
hal tersebut menjadi kerugian bagi konsumen kue di UMKM Sanggar 
Kartini desa Kalitengah. Dalam Islam jual beli harus didasari dengan 
keridhaan antara kedua belah pihak. Hal ini semata ditujukan agar proses 
jual beli dapat diniatkan menjadi ibadah dan memperoleh keberkahan atas 
jual beli yang berlangsung. Hal ini dijelaskan dalam Al Quran surat An 
Nisa’ ayat 29 : 
 
2 Muhammad Yazid, 62. 
 

































َرةً َعن  ٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ ِطِل إِالَّ لَُكم بَۡينَُكم بِٱۡلبَٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا  اَل تَۡأُكلُٓوا  أَۡمَوٰ
ٓ يَٰ
نُك  َ َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما  تََراٖض م ِ  ۡمِّۚ َواَل تَۡقتُلُٓوا  أَنفَُسُكۡمِّۚ إِنَّ ٱَّللَّ
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”3 
 Ayat diatas menunjukkan bahwa keridhaan dalam jual beli 
merupakan suatu yang sangat penting dalam arti kata jika unsur unsur akad 
dalam segi zhahir akad telah terpenuhi maka kita perlu menengok segi 
batin dari apa yang timbul setelah terjadinya akad itu barangkali secara 
zahir akad terpenuhi namun secara batin timbul rasa tidak puas atau 
kecewa maka secara otomatis akad yang zahir akan batal.4 
 Keterangan diatas dapat dipahami bahwa keridhaan dalam 
transaksi merupakan suatu prinsip dan transaksi dianggap sah apabila 
kedua belah pihak telah ridha. Secara garis besar tidak sah suatu akad 
apabila salah satu pihak dalam transaksi merasa terpaksa atau tertipu, bisa 
jadi ketika akad berlangsung saling mmeridhai tapi ketika selesai akad 
salah satu pihak merasa terpaksa atau tertipu atas akad yang telah terjadi 
sehingga hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.  
 
3 Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemah (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011). 
4 Syafi’I Rachmat, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006),  54. 
 

































 Jika menilik sesuai peristiwa yang terjadi seharusnya perlu 
diadakan khiyar ketika barang yang diterima ditemukan ada cacat pada 
barang yang tidak sesuai dengan akad. Dalam hukum fiqih peristiwa ini 
dinamakan dengan khiyar aib (cacat) yaitu kejadian dimana pembeli boleh 
mengembalikan barang tersebut karena ditemukan cacat yang 
mempengaruhi kualitas maupun harga dari barang yang telah diterima oleh 
pembeli.5 
 Adapun mengenai tidak ada nya tulisan atau catatan dalam jual beli yang 
dilakukan dalam transaksi kue di UMKM desa Kalitengah ini setelah 
penulis gali lebih dalam para pelaku usaha kue pesanan di desa Kalitengah 
tetap memberikan nota atau catatan apabila diminta seperti acara-acara di 
kedinasan atau di kantor kantor, sementara memang jika pemesan 
dianggap pelaku usaha adalah warga sekitar maka mereka jarang 
menggunakan nota atau catatan dalam bertransaksi. 
 Mencatat transaksi utang dan atau menghadirkan saksi ketika 
transaksi hukumnya tidak wajib. Sedangkan perintah didalam ayat  
tersebut sifatnya hanyalah merupakan bimbingan kepada manusia agar 
lebih berhati-hati dalam bermuamalah dengan orang lain.6 Sehingga dalam 
hal ini perintah mencatatakan hutang bukanlah hal yang wajib dikerjakan 
melainkan hanya sebuah anjuran demi menghindari kelupaan atau 
kebodohan yang mungkin terjadi dikemudian hari. 
 
5 Ghufron Ajib, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2002),  138-144. 
6 Sulaiman Rasjid, Fiqh Muamalah (Bandung, Sinar Baru Algesindo: 1986),  307. 
 

































  Jadi dalam praktik jual beli kue di UMKM desa Kalitengah yang 
tidak menggunakan nota atau catatan tulisan mengenai jual beli yang 
terjadi merupakan suatu tindakan yang tidak dilarang oleh agama islam 
namun dianjurkan untuk menuliskannya sebagai bentuk atau upaya 
menghindari kejadian yang tidak di inginkan dari pihak yang tidak 
bertanggungjawab. 
C. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Kue di UMKM Desa 
Kalitengah. 
 Selain kewajiban para pelaku usaha Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen (UUPK) juga mengatur larangan-larangan bagi para pelaku 
usaha yang diatur dalam pasal 8 hingga pasal 17 dalam undang-undang ini 
namun dalam permasalahan ini yang menjadi fokus ada dalam pasal 16 
saja: 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang untuk : 
a. Tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian 
sesuai dengan yang dijanjikan. 
b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi. 
 Jika ditilik dari undang-undang yang berlaku praktik jual beli kue 
di UMKM desa Kalitengah tentu sudah melanggar aturan yang berlaku 
didalam UU No. 8 Tahun 1999 ini didasari lantaran pesanan yang telah 
diterima ditangan konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah 
diperjanjikan diawal transaksi.  
 

































 Jadi secara hukum positif penjual kue di UMKM desa Kalitengah 
disini telah melanggar hukum yang berlaku. Dikarenakan adanya faktor 
kesalahan penjual dalam memproduksi kue tentu konsumen akan merasa 
dirugikan saat ini, konsumen dalam undang-undang ini diberikan hak 
untuk menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah 
merugikannya.  
 Dan dalam undang-undang yang sama terdapat beberapa pasal 
dalam bagian tanggung jawab pelaku usaha yang tersebar dari pasal 19 
hingga pasal 27, Jika dilihat dari masalah yang terjadi maka pasal yang 
sesuai dengan kasus ini adalah pasal 19 : 
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 
hari setelah tanggal transaksi. 
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
 

































berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 
kesalahan. 
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 
tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
 
 Seperti yang diketahui penjual kue di UMKM Sanggar Kartini desa 
Kalitengah merupakan produsen kue pesanan dengan skala yang terbilang 
kecil karena masih terbatasnya sumber daya untuk memproduksi kue 
dengan skala yang lebih besar. Proses pembuatan kue juga dibuatkan 
berdasarkan orderan saja. Dan ketika terjadi kesalahan oleh penjual saat 
proses produksi kue, sebenarnya tidak banyak yang bisa dituntut oleh 
konsumen kue tersebut. 
  
 Para penjual kue anggota UMKM Sanggar Kartini juga menyadari 
sepenuhnya jika terjadi cacat pada kue yang dibuat, mereka akan 
berinisiatif mengganti kerugian konsumen dengan kue serupa yang baru 
dengan jumlah yang sama, bahkan mereka juga akan menambahkan bonus 
jika pesanan kue mengalami keterlambatan waktu pengiriman. 
 Para konsumen kue di UMKM Sanggar Kartini desa Kalitengah 
Selalu menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara kekeluargaan tidak 
sampai ke jalur pengadilan. Atau badan penyelesaian sengketa konsumen. 
 

































Penyelesaian masalah pada kedua belah pihak dilakukan secara 
musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. 
 Mekanisme pertanggungjawaban berupa ganti rugi dalam UU No. 
8 Tahun 1999 sebenarnya lebih menekankan kepada itikad baik pelaku 
usaha atau penjual untuk memberikan pelayanan yang baik kepada 
konsumennya. 
 Itikad baik dari para penjual kue UMKM desa Kalitengah adalah 
memberikan ganti rugi berupa kue yang cacat untuk diganti dengan kue 
yang baru dan memberi bonus kue jika terjadi keterlambatan waktu 
pengiriman. Ini merupakan bentuk itikad baik penjual dan sebagai bentuk 
permintaan maaf atas kerugian konsumen yang ditimbulkan olehnya. 
Walaupun kerugian tidak dapat diganti berupa uang tunai tapi menurut 
penulis hal ini adalah wajar karena penggantian kerugian berupa uang 
akan memberatkan bagi penjual karena uang yang telah diberikan 
konsumen kepada penjual sudah habis dibuat untuk biaya memproduksi 
kue yang dipesan. Dikarenakan jenis usaha ini tergolong jenis usaha 









































1. Praktik Jual Beli kue di UMKM Sanggar Kartini desa Kalitengah 
dilakukan dengan pembeli yang meminta dibuatkan kue secara 
langsung ataupun via media sosial WA kepada penjual, kemudian 
penjual menaksir harga kue tersebut dan sekaligus bentuk 
kesanggupan penjual dalam memenuhi pesanan tersebut. Kemudian di 
hari dan tanggal yang telah disepakati penjual memproduksi kue yang 
dipesan , Setelah kue selesai di produksi pembeli mengambil sendiri 
kerumah penjual untuk membayar pelunasan kuenya atau penjual juga 
dapat mengantarkan kuenya secara langsung kepada pembeli. Dalam 
praktiknya beberapa konsumen kecewa karena kue yang telah jadi 
tidak sesuai dengan pesanan diawal dan menimbulkan permasalahan 
antara penjual dan pembeli. 
2. Secara Hukum akad Istishna’ (jual-beli pesanan). Berjalannya 
prosesjual beli pesanan yang dilakukan oleh UMKM desa Kalitengah 
dapat dilihat memiliki kesesuaian yang identik dengan rukun dan 
syarat yang ditetapkan dalam akad ini.Namun,dalam praktiknya 
muncul masalah ketika barang yang selesai diproduksi hasilnya tidak 
sesuai dengan apa yang dipesan diawal. Baik barang itu rusak, cacat, 
ataupun keterlambatan waktu pengiriman yang telah diperjanjikan 
 

































diawal. Hal ini kemudian menimbulkan hukum baru yakni khiyar aib 
(penggantian barang yang rusak dalam jual-beli) atas barang yang 
cacat atau rusak atas kesalahan penjual. Kemudian dalam UU No. 8 
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 16 ayat (1) dan 
ayat (2) tindakan pelaku usaha tidak memenuhi barang sesuai pesanan 
merupakan tindakan yang dilarang dalam UU perlindungan konsumen 
ini. 
Secara hukum positif penjual kue di UMKM desa Kalitengah ini 
bersalah dan telah melanggar UU perlindungan konsumen. Sebagai 
bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian penjual kue harus 
memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagaimana yang diatur 
dalam pasal 19 ayat (1) dimana  kerugian diganti dengan barang serupa 
atau uang dikembalikan kepada konsumen. Dalam hal ini penjual kue 
tidak dapat memberikan ganti rugi berupa uang kembali kepada 
konsumen dikarenakan uang yang diberikan telah habis digunakan 
untuk proses produksi kue, sehingga ganti rugi dapat dilakukan dengan 
penggantian kue yang rusak dengan kue yang serupa. 
 
B. Saran 
 Penulis sebagai penyusun skripsi ini hanya dapat memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Bagi pihak pembeli atau konsumen, sebaiknya meminta nota 
pembelian atau sejenisnya kepada penjual terhadap kue yang 
 

































dipesan, pembeli diharapkan lebih kritis dan hati-hati dalam 
memberikan ketentuan kue yang akan dipesan dan memberikan 
keterangannya secara rinci, pembeli juga diharapkan berkonsultasi 
terlebih dahulu kepada penjual agar dapat memahami pesanan yang 
diinginkan dan dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. 
2. Saran bagi penjual atau produsen kue, sebaiknya penjual lebih 
memperhatikan secara serius terhadap pesanan yang diminta 
konsumen dan tidak mudah untuk menyanggupi pesanan 
konsumen, penjual juga harus mampu mempertimbangkan 
kemampuan dirinya unntuk memnuhi pesanan tersebut, 
dikemudian hari sebaiknya penjual mulai menggunakan nota atau 
catatan sejenisnya untuk mencatatkan transaksi yang dibuatnya 
dengan pembeli.  
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